BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengawasan terhadap kepala desa di bidang pengelolaan keuangan desa
sudah dilakukan dengan baik di dua desa yang menjadi lokasi penelitian (Desa
Jeruklegi Kulon dan Desa Jeruklegi Wetan). Sistem pengawasan dilakukan
dengan dua mekanisme yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak
langsung. Proses pengawasan secara langsung oleh masyarakat melalui
monitoring pada hasil fisik pembangunan yang telah terealisasi. Pengawasan
langsung ini juga telah dilakukan oleh camat yang terkadang didisposisi oleh
bawahannya dalam mengecek hasil secara fisik maupun data pendukung
lainnya. Sistem pengawasan langsung ini juga diperkuat oleh pengawasan yang
dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Cilacap. Sistem terakhir ini dilakukan
secara periodik, mengingat jangkaun kerja inspektorat yang se-Kabupaten
Cilacap, jadi dilihat belum maksimal, dan hanya turun intens ketika ditemui
masalah yang krusial.

Pengawasan kedua terhadap kepala desa di bidang pengelolaan keuangan
desa dilakukan melalui pengawasan tidak langsung. Pengawasan model ini
(tidak langsung) dilakukan  lebih banyak melalui pembacaan dokumen
pertanggungjawaban baik dalam bentuk LPPD maupun LPJ yang dilakukan
oleh kepala desa secara periodik. Sistem pengawasan tidak langsung lainnya

yaitu dengan cara menelaah laporan aduan masyarakat.

B. Saran
Pengelolan keuangan desa yang optimal tentu saja akan banyak
bergantung pada keaktifan dari berbagai pihak. Karena itu beberapa saran yang
dapat diberikan untuk optimalisasi pengawasan di masa mendatang yaitu:
1. Peran eksternal yaitu pihak kecamatan dan inspektorat hendaknya turun
secara berkala dengan memperhatikan proses di lapangan, terutama untuk

melakukan pengecekan bahan atau material pembangunan fisik, dan
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dikonfirmasi atau dibandingkan dengan spek yang ada di RAB. Mengingat
pembangunan fisik masih mendominasi pembangunan di desa, sehingga
diharapkan akan memperoleh hasil fisik yang berkualitas.

Masyarakat desa hendaknya mampu mengawal proses pembangunan desa
mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, dengan tidak
hanya bertumpu atau mengandalkan BPD belaka. Keaktifan maupun
partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan setidaknya akan menjadi
titik awal perbaikan kerja pengelolaan keuangan ketika mulai terindikasi
kesalahan atau kecurangan, sehingga tidak harus menunggu fatal atau
kronis. Dengan demikian dapat dilakukan perbaikan dan menghindari

kerugian yang lebih banyak.



